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BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU

NOMOR 2} TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYELENGGARAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang

4

bahwa untuk semakin mengoptimalkan
penyelenggaran informasi publik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

b. bahwa dengan adanya perubahan susunan
organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah
berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor
41 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu,;

c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi
publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu maka perlu menetapkan Standar
Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi
Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun
2018 tentang Standar Operasional Prosedur
Penyelenggaraan Informasi Publik Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu; —

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
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Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Infonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 704);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Me

nteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 649);

13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standart Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 25 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(SOP-AP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 3 TAHUN
2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYELENGGARAAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

LABUHANBATU.
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Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3
Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan
Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu,

diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
Lampiran I Peraturan ini.

2. Ketentuan judul BAB VI Kompetisi Pelaksana diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
KOMPETENSI PELAKSANA

3. Ketentuan pada Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 10

(2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja sejak diterimanya permintaan, PPID akan menyampaikan
pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada
dibawah penguasaannya atau tidak dan Badan Publik dapat
memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan
tertulis.

4. Ketentuan pada Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13

(1) PPID menggunakan sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika.

(2) PPID Pelaksana menggunakan sarana dan fasilitas yang dimiliki
oleh setiap Perangkat Daerah.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 9 awu@er 2023

BUPATI

Diundangkan di Rantauprapat
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

HASAN HERI RAMBE

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2023 NOMOR
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A. SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 27 Tokwan 23

Tangzal © g  ocohee 2023
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PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK

SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI
Nama SOP-AP PUBLIK

Kualifikasi Pelaksana :

Dasar Hukum :

1. Memiliki pengetahuan mengenai klasifikasi informasi publik

2. Mengetzhui kebijakan /regulasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3. Memiliki keterampilan dalam bidang pelayanan informasi publik dan
teknolog informasi

4. Memiliki sikap kejujuran, ketelitian, kerjasama, komunikatif, empati,

dan pengendalian emosi

5. Mengetahui tugas dan fungsi sistern dan prosedur pelayanan informasi

1. UU 14 Tahun 2008
2. UU 25 Tahun 2009
3. UU 23 Tahun 2013
4 PP 61 Tahun 2010
S. Perki 1 Tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013

Keterkaitan :

Peralatan dan Perlengkapan :

SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

1 Formulir

2 Jaringan Internet dan Email
3 Komputer dan Printer

4 Instruksi dan Perintah

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

tidak berjalan dengan baik

1. Apabila SOP penyusunan daftar informasi publik tidak terbentuk maka Standar Pelayanan Informasi

Disimpan dalam bentuk Sofftcopy dan Hardcopy
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Pelaksana Mutu Baku
s e PPID Pelaksana | PPID Utama | Atasan PPID 11’(:""1“;::,; Waktu Output pg

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang

berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing- 1. UU No 14

masing komponen di Kementerian Dalam Negeri Tahun2008;

dan Pemerintahan Daerah, baik yang diproduksi 2. UU No 25

sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke Tahun2009;

pihak lain, yang berupa arsip statis maupun 3. UU No 23 bseiizr.lz Dcli?kii,n a:i:::nah

dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan Tahun2013; Mo mcr'ta dech Scmponen
1 |arsip vital yang dikuasai. Informasi yang 4. PP 61 Tahun dan sctinp | dan Pevangkat

dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung 2010; ¢ Daerah

jawab pembuatan, waktu dan tempat Mulai 5. Perki No 1 B

pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia tahun2010;

dalam hardcopy dan softcopy. Format pengisian 6. Perki No 1

dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi Tahun2013.

di masing-masing komponen di Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Mengklasifikasikan seluruh informasi dan 1. UU No 14

dokumentasi yang telah dikumpulkan dan Tahun2008;

mengidentifikasikannya berdasarkan sifat v 2. UU No 25

informasi dan dokumentasi, selain itu juga L ’:Is‘a}lljtllJnQOOQ; Secara

mengklasifikasikan o L No 23

informasi dan dokumentasi yang dikecualikan Tahun2013; berkala, chlijiily a_x}gktel.ah
2 |dengan kategori sebagaimana yang telah 4. PP 61 Tahun s;rta me_rta keb ast asn

ditetapkan melalui UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 2010; NG SR

17 dan Pasal 18. Pengujian tentang konsekuensi 5. Perki No 1 saat

dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum Tahun2010;

menyatakan Informasi dan Dokumentasi Publik 6. Perki No 1

tertentu dikecualikan oleh setiap orang. G Tahun2013.
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Mendokumentasikan informasi publik dalam
bentuk softcopy dan tempat penyimpanan

Secara
dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata berkala,
cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan Alat tulis kantor |serta merta DIDP
sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi dan setiap
wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat
saat. Perlu dibuat daftar Informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan
Setelah DIDP
Mengs;i:kanarapat Setelah Surat ditetapkan,
DIDP Keputusan DIDP jika ada
Menetapkan DIDP secara resmi dan dengan PPID Sl 1 " N tl bah
mkan kepada masvarakat. Utama dan PPID er . mpu yang am N an
A—— P > dari PPID | ditandatangani | informasi baru,
Pembantu untuk . A
Menetapkan DIP Pembantu oleh Atasan dibuat SK untuk
PPID ditetapkan
Websi
N S.ue w—e . Adanya konten
sarana informasi Setelah ; .
. "3 . . DIDP di website
Mengunggah DIDP ke website resmi Kemendagri lainnya yang DIDP Kemendngs don
dan Pemerintahan Daerah maupun melalui dimiliki oleh ditetapkan Pemerintah
sarana informasi lainnya. komponen dan oleh Atasan Daerah
Pemerintah Daerah PPID
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PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK

Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pelayanan informasi

Nama SOP-AP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum :
1. Memiliki pengetahuan mengenai klasifikasi informasi publik 1. UU 14 Tahun 2008
2. Mengetahui kebijakan/regulasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2. UU 25 Tahun 2009
3. Memiliki keterampilan dalam bidang pelayanan informasi publik dan teknologi informasi 3. UU 23 Tahun 2013
4. Memiliki sikap kejujuran, ketelitian, kerjasama, komunikatif, empati, dan pengendalian emosi 4. PP 61 Tahun 2010
S.

S. Perki 1 Tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013

Keterkaitan :

Peralatan dan Perlengkapan :

SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

1. Formulir

2. Jaringan Internet dan Email
3. Komputer dan Printer

4. Instruksi dan Perintah

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila penyusunan SOP Pelayanan permohonan informasi publik terlambat dibuat maka Standar Pelayanan Informasi

menjadi tidak efektif

Disimpan dalam bentuk Sofftcopy dan Hardcopy
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Ket.
Pemohon Persyaratan/
Snlormand Petugas PPID PPID PPID Pelaksana Kelengkapen Waktua Output
1 2 3 4 5 6 7 2 9 10
(1) Formulir
Permohonan Pada hari
. . Formulir
Informasi dan jam
Mulai . . Permohonan
» yang tersedia kerja untuk .
. . informasi
di meja pemohon )
. , yang telah
pelayanan informasi :
Pemohon Informasi PPID atau secara —

1 menyampaikan permohonan yang langsung dar P
informasi yang dibutuhkan baik ditampilkan dan setiap di =
secara langsung dan tidak langsung, di website, saat untuk fotocoph";

(2) Fotocopy pemochon Py
. . scan
atau scan informasi identitas
identitas diri secara tidak diri (NTK)
(NIK) dari langsung o
pemohon
informasi
Pada hani \
dom jom Formulir
Semua data- keria untuk Permohonan
data mmoho informasi
3 pemohon i.pncform - yvang telah
TIDAK LENGKAP / LENGKAP informasi —~ diisi
_ |Melakukan verifikasi kelengkapan > disimpan secara lengkap
2 lberkas permohonan informasi dalam d ".ﬁ: dan
bentuk an P dilampin
saat untuk
hardcopy dan fotocopy/
softcopy ——r scan
informasi .
a tidak identitas
iri (NIK
langsung diri (NTK)
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Melakukan registrasi berkas Pada hari
permohonan informasi publik. Jika Bemandate: dan jam
dokumen/informasi yang diminta TERSEDIA St kerja untuk DIP yang
telah termasuk dalam DIP dan hon pemohon telah
dimiliki oleh meja informasi atau ir:xefl:r(r)n:si informasi tersusun
sudah terdapat di website PPID, maka \/ Sl secara dalam
langsung diberikan kepada pemohon d ala‘:n langsung bentuk
informasi atau bisa langsung diunduh dan setiap hardcopy
oleh pemohon informasi. Jika TIDAK TERSEQIA P saat untuk dan
informasi/dokumen yang diminta hemdoagp dun pemohon softcopy
belum termasuk dalam DIP, maka saftcopy informasi
berkas permohonan disampaikan secara tidak
kepada PPID atau PPID Pembantu. langsung
PPID meminta kepada komponen DIP
atau Perangkat Daerah untuk yang 10 (sepuluh)
Memberikan informasi atau dokumen ’ b hari kerja
yang sudah termasuk dalam DIP, ictaplom sejak
kepada PPID untuk diberikan kepada = permohonan
pemohon informasi. Komponen atau komponen. informasi o
Perangkat Daerah memberikan e diterima oleh
informasi atau dokumen yang Worenglnt PPID
dimaksud kepada PPID atau PPID et
Pembantu.
v Informasi P . Informasi
" . " atau erpanjangan publik
Memberikan informasi atau dokumen — Dokum permohonan
yang diminta oleh pemohon informasi o informasi yang
yang telah menandatangani tanda — s adalah diminta
bukti penerimaan informasi atau Miasta o 7 (tujuh) hari e
pemohon % pemohon
dokumen. infonmad kerja rra—
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PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK

Nama SOP-AP SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum :
1. Memiliki pengetahuan mengenai klasifikasi informasi publik 1. UU 14 Tahun 2008
2. Mengetahui kebijakan /regulasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2.UU ?5 Tahun 2009
3. Memiliki keterampilan dalam bidang pelayanan informasi publik dan teknologi informasi 3. UU 23 Tahun 2013
4. Memiliki sikap kejujuran, ketelitian, kerjasama, komunikatif, empati, dan pengendalian emosi 4. PP 61 Tahun 2010
S. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pelayanan informasi 5. Perki 1 Tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013
Keterkaitan :

Peralatan dan Perlengkapan :

SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

1. Formulir

2. Jaringan Internet dan Email
3. Komputer dan Printer
4. Instruksi dan Perintah

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila SOP uji konsekuensi informasi publik tidak dibentuk maka Standar Pelayanan Informasi tidak berjalan
l efektif

Disimpan dalam bentuk Sofftcopy dan Hardcopy
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Tim Pertimbangan |Penguasa Informasi Ket.
PPID Pelayanas Informaal (Unit Kerja) Pemohon Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 3 6 7 8 9 10
Melakukan kajian atas i .Berkas p.ermohonan
informasi/dokumen yang tidak Z‘;"kas P.e";n" onan s mff_)}'!flaSl yang telah

1 termasuk dalam DIP dengan S— en dant Setiap saat (-iusx le.n.gkap —
suelibatican Tim Pertimbangan MULAI Pemohon Informasi ddam?m fqtocopy(
Pelayanan Informasi. scan identitas diri

I (NIK)

Memberikan pertimbangan atas
informasi/dokumen yang Dasar hukum: —— T

, |dimaksud dokumen yang UU KIP 14 Tahun Pada Hari dan Jam | >"p SePirisen T
dimaksud yang bersifat rahasia Ly 2008 dan PERKI Kerja | ertm a.:fgan )
berdasarkan UU, kepatutan dan 1 Tahun 2010 Pelayanan Informasi
kepentingan umum.
Menyampaikan kepada PPID atas
status informasi/ dokumen yang
diminta pemohon informasi,
apakah termasuk rahasia atau
terbuka. Jika informasi/ . .
dokumen yang dimaksud adalah - 5 Pada h:ﬂ_dan jam
terbuka, maka PPID S Informasi/ i Informasi/
memerintahkan kepada dokumen yang makmmil 10 (sel_’a“iuh) dolcumen dari

3 |komponen/Perangkat Daerah telah dinyatakan exj: e komponen atau
untuk menyerahkan terbuka untuk inf permot onan | perangkat Daerah
informasi/dokumen yang publik ormasi teregistrast
dimaksud. Jika status informasi/
dokumen oleh Tim Pertimbangan
Pelayanan Informasi dinyatakan
rahasia, maka PPID membuat
surat penolakan kepada
pemohon informasi.

-~
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Memberikan informasi yang
diminta oleh pemohon informasi
dengan

menandatangani tanda bukti
penerimaan atau memberikan
surat penolakan kepada
pemohon jika status
informasi/dokumen dinyatakan
rahasia.

SELESAI

Informasi/
Dokumen yang
diminta oleh Pemohon
Informasi atau surat
penolakan
jika informasi/ dokumen
tersebut dikategorikan
rahasia

Maksimal diberikan
perpanjangan
pemenuhan
permohonan
informasi selama 7
(tujuh) hari sejak
pemberitahu
an tertulis diberikan
dan tidak dapat
diperpanjang
lagi

Informasa publik yang
diminta
oleh Pemohon
Informasi atau surat
penolakan
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PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK

Nama SOP-AP Penanganan Keberatan Informasi Publik
Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum:
1. Memiliki pengetahuan mengenai klasifikasi informasi publik 1. UU 14 Tahun 2008
2. Mengetahui kebijakan/regulasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2. UU 25 Tahun 2009
3. Memiliki keterampilan dalam bidang pelayanan informasi publik dan teknologi informasi 3. UU 23 Tahun 2013
4. Memiliki sikap kejujuran, ketelitian, kerjasama, komunikatif, empati, dan pengendalian emosi 4. PP 61 Tahun 2010
5. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pelayanan informasi 5. Perki 1 Tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013
Keterkaitan : Peralatan dan Perlengkapan :
SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik 1. Formulir
SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik 2. Jaringan Internet dan Email
SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 3 Komputer dan Printer
SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 4. Instruksi dan Perintah
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila SOP penanganan keberatan informasi publik tidak dibentuk maka Standar Pelayanan Informasi

tidak berjalan dengan baik Disimpan dalam bentuk Sofftcopy dan Hardcopy

-~

h
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Pemohon Pmm’ Ket.
= | Petugas PPID PPID Atasan PPID e Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemohon Informasi
menyampaikan pengajuan
keberatan atas tidak
terlayaninya permohonan
informasi yang dibutuhkan
melalui : (1) datang

langsung dan mengisi formulir

(1) Formulir Permohonan

Formulir pengajuan

. . . keberatan
permohonan pengajuan Informasi yang tersedia )
oy pelayanan
keberatan di meja : . .
. . " Pada hari informasi
informasi publik dengan pelayanan PPID atau p :
A 5 s : : ; dan jam publik yang
1 |melengkapi fotocopy identitas yang ditampilkan di keria selah diisi lenglon
diri (NIK), (2) melalui website website 0 3 lengkap
.. . dan dilampiri
dengan mengisi formulir yang (2) Fotocopy atan scan fotocopy/scan
telah diunduh dan identitas diri (NIK) dari : dmm:{ﬁﬁ m
menyertakan scan identitas diri pemohon informasi
(NIK) kemudian dikirim ke
alamat email PPID yang tertera
di website, (3) mengirim fax
formulir permohonan informasi
yang telah diisi lengkap disertai
dengan fax identitas diri (NIK)
Daitar pengajuan
. : " keberatan
Melakukan registrasi formulir m Semua data-data pelayanan
pengajuan keberatan pelayanan b pemohon informasi Pada hari 3 CL
. : . > K. 4 . informasi yang
2 |informasi dan menyampaikan disimpan dalam bentuk dan jam .
j . telah di-file dalam
pengajuan keberatan kepada hardcopy dan softcopy kerja
bentuk
Atasan PPID
hardcopy dan
_softcopy
Memeriksa formulir pengajuan .
Berk . aft ty
keberatan dari Para Pemohon CFIAS penguan Pada hari i g
Informasi dan memerintahkan keberatan pelayanan o jesn harus diberikan
nfo i m . : i
i telah A kepada PPID d
3 |PPID dan PPID Pembantu formn gung el 6598 Jucie e an

untuk menjawab permohonan
&informasi

lengkap

PPID Pembantu

Dipindai dengan CamScanner
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Surat perintah
tertulis kepada
PPID dan PPID
Memerintahkan kepada PPID (1) Berkas pengajuan Pembantu untuk
dan PPID Pembantu untuk kcbcr?.tafm pclayanan Pada hari mcmf:nuhi
S N— informasi . permintaan
- d:ﬁ?::::;:n yang telah diisi dina{;m pemohon informasi
Informasi. lengkap, (2) DIP yang
yang telah diumumkan mengajukan
keberatan
pelavanan
informasi publik
Memberikan informasi yang
diminta oleh pemohon
informasi kepada Atasan PPID Dokumen /informasi
jika informasi yang dimaksud yang dimaksud oleh
telah masuk DIP. Atasan PPID Pemohon Informasi atau . .
akan menjawab rekomendasi Lnfom?as.x bl
pengajuan keberatan kepada . surat penolakan dari yang diminte-dids
pemohon informasi. Jika I Selesai i. PPID atau Pade-hari Pemohon
informasi yang diinginkan PPID Pembantu Sviidiice Informasi atau
pemohon informasi tidak karena informasi yang kerja ;:;:;:e p’l‘,’,l,iﬁ’,’,
termasuk dalam DIP yang telah diminta .
diumumkan, karena informasi merupakan Teesummes
belum tersedia atau termasuk informasi yang
dikecualikan

informasi yang dikecualikan,
maka diberikan
surat penolakan kepada

Pemohon Informasi.
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PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK

Nama SOP-AP

SOP FASILITASI SENGKETA

INFORMASI

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum :
1. |Memiliki pengetahuan mengenai klasifikasi informasi publik 1. UU 14 Tahun 2008
2. |Mengetahui kebijjakan/regulasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2. UU 25 Tahun 2009
3. |Memiliki keterampilan dalam bidang pelayanan informasi publik dan teknologi informasi 3. UU 23 Tahun 2013
4. |Memiliki sikap kejujuran, ketelitian, kerjasama, komunikatif, empati, dan pengendalian emosi 4. PP 61 Tahun 2010
5. |Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pelayanan informasi 5. Perki 1 Tahun 2010

6. Perki 1 Tahun 2013

Keterkaitan :

Peralatan dan Perlengkapan :

SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

E AR R

Formulir

Jaringan Intermnet dan Email
Komputer dan Printer
Instruksi dan Perintah

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP fasilitasi sengketa informasi tidak dibentuk maka Standar Pelayanan Informasi tidak berjalan efektif

Disimpan dalam bentuk Sofftcopy dan Hardcopy

Dipindai dengan CamScanner
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Pelaksana Mutu Baku
Prose Ket,
o ey oro ::r:‘::::l PPID Pelaksana PPID Komisl Informasi ;:'m':: Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 [] 9 10
Setiap Pemohon Informasi dapat x:ua .
mengajukan keberatan secara (1) Formulir kexj?iim tuk Berkas
tertulis kepada Atasan PPID Permohonan pemoahon =
dalam waktu 10 (sepuluh) hari Informasi yang s ; m‘}“m g
kerja, sejak permohonan Mulai tersedia di meja ormast ormasi yang
informasi pelayanan PPID atau 1:: cara telah diisi lengkap
1 |teregistrasi dan diberikan. yang ditampilkan di gsung — 5
Perpanjangan pemenuhan website s, N
permohonan informasi selama7 (2) Fotocopy atau Bt ! fo".)mp y /m
(tujuh) hari sejak pemberitahuan scan identitas diri Pcmohon‘ ientiun. S0 PN
tertulis diberikan dan tidak dapat (NIK) dari oy
diperpanjang lagi pemohon informasi secara tidak
langsung
Atasan PPID menetapkan Tim !L Tanggapan
fasilitasi sengketa informasi tertulis dan
untuk mengupayakan atasan PPID
2 |penyelesaian sengketa informasi, perihal informasi
yang dibentuk yang
oleh PPID Utama disengketakan
Diajukan
Tim fasilitasi sengketa informasi dalam waktu
di paling lambat 14
ketuai oleh PPID Utama dan {empat
beranggotakan PPID Pembantu D — belas) hari
3 [terkait, pejabat yang menangani lemgi sutelnlh
bidang hukum, pejabat 1 diterimanya
fungsional, tanggapan
serta JFUyang sesuai dengan tertulis dan
kebutuhan D Atasan PPID.
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Tim fasilitasi sengketa informasi
melaporkan proses penanganan
sengketa informasi kepada
Atasan

PPID

Upaya penyelesaian Sengketa
Informasi Publik diajukan kepada
Komisi Informasi Pusat, Komisi
Informasi Provinsi, Komisi
Informasi Kabupaten /Kota
sesuai

dengan kewenangannya apabila
tanggapan Atasan PPID dalam
proses keberatan tidak
memuaskan Pemohon Informasi.

Selesai

ERIK RADA RITONGA

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

